PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI |

Menimbang

. fa’,;.'i_::é e-m\

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

. Undang-Undang

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

"ERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25/02.188.3/HK/X11/2007

PEJABAT NEGARA,
ETAP DI LINGKU! ?.GAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja
daerah bagi pelaksanaan suatu program kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh

. bahwa pembiayaan unmk perjalanan dinas harus memenuhi

k@bumhan Standar harga dan memenuhi sistem, prosedur serta
lah pengelolaan keuangan daerah ;

bah‘wa berdasaxkan pertimbangan sebagmmana dimaksud pada

ang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Nf:gﬁm Bagi Pﬂjabat
Negam, Pegawm ;‘_v, Slpal dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan P@memma;h Kabupat@n Kutai Timur Tahun Anggaran

2008 ;

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890) ;

Negam ! yan g | !ergih dan be bas  dari K@mpgl Kolusi dam
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembanmkm
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negam
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 4286) ;

: Um lang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 wmang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negam Tahlm 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400) ;




6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta
Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK  TETAP DI  LINGKUNGAN PEMERINTA?
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANG(

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagmmana dim l :_sud dalam Undamg—
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8§ Tal

1974 tentang Pﬂkﬂk-p@k(}k Kepegawaian.

_ ik jangka waktu terte:nm _guna
._ ah dan Pembangunan yang bermfat tef-hms dan administrasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, yang tidak b
Pegawm Negeri Slpﬂ

! ukan y:mg dﬂakukan dai 1layah Repuhk
gan pembangunan daerah atas perintah Pej abm yang berwenang.

Lumsum adalah Ua:ng Harian yang dibayarkan sekaligus dan terdiri dari uang makan
1arian, uang saku harian dan uang transport lokal.

Pejabat Negara,

Biaya Transportasi adalah Uang yang dibayarkan untuk pengangkutan
‘ Tidak Tef ggunakan Moda Transportasi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegas
Darat, Udara, Sungai dan Laut.

Surat Perintah Perjala

Pejabat Negara, PegaWai Negeri Slpﬂ dan Péwm Tidak Tetap umuk melaksa:nan
perjalanan Dinas.




10. Tempat kedudukan adalah tempat Kota, Kantor / Satuan kerja berada.

11. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.

12. Tempat tujuan adalah tempat Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

13. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan atau
yang melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah
atasannya.

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)
3)

Pasal 3

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah
perjalanan dinas dalam wilayah jabatan ;

" ﬁ

perjalanan dinas untuk

b. Dalam Hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatan atau tim gabungan yang
melibatkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap berbagai
kantor/Satuan kerja lingkup Pemerintah maka pejabat yang berwenang adalah
Sekretaris Kabupaten Kutai Timur.

Dalam hal ,:e_}.abat yang berwenang
mtandamn oani oleh :

akan melakukan perjalanan Dinas, SPPD

a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan
dengan atasan langsungnya

b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan
pejabat tertinggi.

Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan golongan 1 serta Pegawai Tidak Tetap dapat
melakukan perjalanan dinas hanya seba_m pengikut dam SPPD Pejabat Negara dan atau
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan atasan langsungnya ;

Keikutsertaan Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 3, memperhatikan azas r
kewajaran dan kepatutan.

BAB II
PERJAILLANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari

yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula ;

tempat kedudukan ke tempat

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam wilayah daerah dan diluar wilayah daerah ;

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam hal :

a. datasering ke luar tempat kedudukan ;




()

(2)

3)

(4)

ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat
kedudukan ;

d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat
kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan ;

uk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan
M&_}ﬂhﬁ Penguji Kesehatan atau dokter penguji kesehatan pemerintah yang ditunjuk ;

f. dlmgaskan m@ngikml gendidlkan dmas dﬂuar tempat kedudukan baik pendidikan
truktural, fungsional maupun tekhnis lainny:

g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas sekaligus
mengantarkan dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABAT
Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, terdiri dari :

Biaya Transportasi Pegawai Pergi-Pulang ;
c. Biaya Penginapan.

Khusus ummk keperluan

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam)

1 sebagai
Tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Waki
Tinggi Negara, Menteri dan Setingkat Menteri ;

b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Propinsi, Kema dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Pa]aba;t EselonI;

c. Tingkat C untuk Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPR
Eselon II ;

d. Tingkat D untuk

dan Anggota Lembaga

D Kabupaten serta Pejabat

Pejabat Eselon III ;

< Pejabat Eselon IV ;
f. Tingkat F untuk PNS Non Eselon ;
T‘imgkat G untuk Pegawai Tidak Tetap

e. Tingkat E unt

a. Jenis Tingkatan Perjalanan DQ{MS tercantum dalam Eampimn I;



(2)

(2)
3)

psum sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;

c. Biaya Transportasi dalam daerah dan luar daerah dengan berbagai fasilitas
sebagaimana tercantum dalam lampiran III ;

d. Fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum dalam lampi

¢. Biaya Pemetikan dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V ;

T2

f. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel/Penginapan sebagaimana
tercantum dalam lampiran VI.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah
yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pembebanan biaya perjalanan dinas juga berlaku atas SPPD yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) hurufb.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memeﬂlatlkan
ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam

ggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Biaya perjalanan dinas diberikan

sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan
setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan :

untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) jam

kerja

b. selama-lam
dinas :

anya 5 (lima) hari kerja yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan

C. Selama-lamanya 10 (ﬁ&puluh) hari dﬁempaﬁ yang bersangkut&n jatuh sakit/berobat
dalam hal pegawai yang melakuka akit ;

Negeri Smﬂ yang memnggal saat mel'. sanakan pmja}anm dmas

Pasal 9

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditugaskan
mengikuti pendidikan yang bersifat tekhnis serta biaya pendidikannya menjadi ~ beban
anggaran satuan kerja perangkat daerah bersangkutan maka kepada yang bersangkutan
diberikan biaya transportasi dan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) biaya
lumpsum selama mengikuti pendidikan tersebut.




perjalanan dinas dengan
nenggunakan alat transportasi kendaraan darat fasilitas negara/daerah seperti Mobil
Dinas Jabatan dan Mobil Dinas Operasional, maka tidak diberikan biaya transportasi akan
tetapi diberikan biaya bahan bakar minyak dengan besarnya biaya bahan bakar minyak
tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam maka

diberikan setinggi-tingginya 60 % (Enam Puluh Persen) biaya lumpsum.

(2) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil melaksanakan

Pasal 10

Dalam hal jumlah perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan
daiam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan : =
biaya penginapan Sﬁpaﬂjang kelebihan

negara/pegawai negeri bersangkutan.

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 11

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
2)

SPPD g can tingkat-tingkat

gan perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan
dmas ymg bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan
dinas tersebut.

Pasal 12

(1) ,_Aya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam ri

(2)

dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

Pasal 13

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan
dinas waﬂb mmy;pmkan dokumen pertanggun :

pertangung} awaban akan dlamr kemudian melalui Surat an Pej abat Pengemla
Keuangan Daerah.

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan
ini dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Peraturan Bupati



(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal
yang mempunyal prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dan
mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

LAIN-LAIN
Pasal 15
Untuk perjalanan dinas jabatan ke luar negara atau keluar wilayah Republik Indonesia
mempedomani ketentuan seperti :
a. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas keluar Negeri.

b. Pemtumn Menter1 Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan
1,nas Luar Negen bagi Pejam@@gawm di ngktmgan Demﬂemen Dalam Negm

Pasal 16

rjalanan Dinas sebagaimana pasal 5 ayat (4) akan ditinjau ulang selambat-
am bmnya bulan agustus 2008.

diatasnya

(2) Peninjauan ulang ini hanya dapat dilakukan bila temadx pert sba.h Pﬁmv an
rtasi yang berlaku secara

dan terjadi kebijakan Pemerintah Pusat atas
nasional.

Pasal 17

tuan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal 2 .




